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MEKANISlviE PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
KEUANGAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN 

GOOD GOVERNANCE 

Heru Susanto 
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya 

Abstract 
The implementation of the state governance to perform the state objectives has emerged 

state's rights and duties can be valued with capital or money. Therefore, state financial man­
agement must be orderly, efficiently, economically, effectively, and transparantly carried our. 
This should be upplied in accordance with the enforced rules and equity should also be taken 
into consideration. 

Meanwhile, in supporting the good governance in the implementation of state governance. 
The state financial management needs to be done professionally, openly and accountably as 
mandated by the constitution. 

Key words : Mechanism, State financial management, Good governance. 

Problematika 
Pasall ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini 
mengandung makna bahwa dalam hal peny­
clenggaraan negara harus berdasarkan pada 
ketentuan hukum yang bcrlaku sebagai tolok 
ukurnya. Demikian pula mengenai pengelo­
laan keuangan negara, harus dilakukan ber­
dasarkan mekanisme yang telah ditentukan, 
agar asas-asas pemerintahan yang baik (Good 
Governance) terpenuhi. 

Pasal 23 C UUD 1945, menentukan: 
Hal-hal yang mengenai keuangan negara diatur 
dengan undang-undang. Scbagai ketentuan 

organik dari pasal tcrsebut, maka perlu d.i­
terbitkan undang-undang tentang keuangan 
negara, artinya dalam hal yang menyangkut 
pengelolaan keuangan dan pen:anggungja­
waban keuangan negara perlu dirumuskan 
oleh rakyat yang telah direpresentasikan 
dalam lembaga perwakilan rakyat (DPR) 
dalam bentuk undang-undang. Hal tersebut 
dimaksudkan dalam rangka pencapaian tu­
juan bemegara scbagaimana tcrcantum da­
lam alinea IV Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 dibentuk pemcrintahan negara 
yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan 
dalam berbagai bidang. Pembentukan pe-
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merintahan negara dimaksud, menimbulkan 
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu 
sistem pengelolaan keuangan negara. 

Sesuai dengan amanat UUD 194 5 tersebut 
di atas, maka telah diterbitkan Undang-und­
ang Nomor 17 Tahun 2003 ( UU 17/2003) 
tentang Keuangan Negara dan Undang~un~ 
dang Nomor 1 Tahun 2004 ( UU 1/2004 ) 
tentang Perbendaharaan Negara. Apabila 
memperhatikan kedua undang-undang terse~ 
but tentunya satu sama lain sangat berkaitan 
erat dalam hal pengelolaan keuangan negara. 
Dengan demikian apa yang menjadi perintah 
dari UUD 1945 sudah diwujudkan sesuai 
dengan yang diamanatkan, tinggal sekarang 
bagaimana dalam implementasinya. Dalam 
UU 17/2003 ten tang Keuangan Negara, di­
maksudkan melakukan pengelolaan dan per· 
tanggungjawaban keuangan secara transparan 
dan akuntabel. Sedangka):l dalam UU 1/2004 
tentang Perbendaharaan Negara dimaksud­
kan sebagai penerapan kaidah-kaidah hukum 
administrasi keuangan negara yang mengatur 
perbendaharaan negara. Oleh karena itu ses· 
ungguhnya kedua undang-undang tersebut 
harus berjalan secara sinergi agar dapat ter­
wujudnya good governance. 

Sudah barang tentu hal-hal yang bersifat 
mekanisme dan strategis harus dijalankan, 
demi terselenggaranya pengelolaan keuangan 
negara secara tepat dan bertanggung jawab 
demi terwujudnya tujuan negara sebagaima­
na yang tercantum dalam Pembukaan UUD 
1945. Disamping itu tentunya juga untuk 
mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan 
keuangan negara sebagaimana yang ditent:u· 
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kan dalam undang-undang. Ada beberapa hal 
mendasar dalam pengelolaan keuangan nega­
ra yang perlu dicermati, yaitu ; Pengertian Ru­
ang Ungkup Keuangan Negara dan Perbenda­
haraan Negara, Asas-asas Umum Pengelolaan 
Keuangan Negara, dan Pertanggungjawaban 
Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka 
Mewujudkan Good Gcwemance. 

Petsoalannya sekarang adalah, bagai­
manakah mekanisme pengelolaan keuangan 
negara sebagaimana yang diamanatkan oleh 
UUD 1945 dalam mewujudkan good gover­
nance? 

Pengertian Ruang Lingkup Keuang 
an Negara dan Perbendaharaan 
Negara 

Keuangan Negara 
Pengertian keuangan negara dapat dilihat 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 
1 angka 1 UU 17 I 2003 tentang Keuangan 
Negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara 
:yang dapat dinilai clengan uang, serta segala ses­
uatu baik berupa barang yang dapat dijadikan 
milik negara berhubung clengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara 
sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di 
samping meliputi milik negara atau kekayaan 
negara yang bukan semata-mata terdiri dari 
semua hak, juga meliputi semua kewajiban. 
Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dini­
lai dengan uang apabila dilaksanakan. Se­
hingga rumusan pengenian keuangan negara 
adalah semua hak dan kewajiban yang dapat 
dinilai dengan uang, demikian pula sega-
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la sesuatu (baik uang maupun barang) yang 
menjadi kekayaan negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Negara mempunyai hak-hak yang menu­
rut keperluannya dapat dinilai dengan uang, 
misalnya: 

Hak mengenakan pajak kepada warganya, 
yang pungutannya sekedar perlu atau ber­
dasar undang-undang yang dapat dipaksakan, 
tanpa memberikan imbalan secara langsung 
kepada orang yang dikenakan pajak. 

Negara dapat mencetak uang kenas mau­
pun uang logam. Pengadaan alat-alat pem­
bayaran yang sah termasuk tugas pemerin­
tah. 

Hak negara untuk mengadakan pinjaman 
paksa kepada warganya(ingat pengguntingan 
uang tahun 1950). 

Sedangkan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang adalah : 

Kewajiban menyelenggarakan tugas 
negara demi kepentingan masyarakat, sep­
erti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, 
perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, 
pelabuhan dan pengairan. 

Kewajiban membayar atau hak-hak tagi­
han pemborong, setelah barang/bangunan 
diterima dengan baik oleh instansi peme­
san (Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 
2003:2). 

Dalam pasal 3 ayat (1) menentukan : 
keuangan negara dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggu.ng 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatutan. Selanjutnya dalam hal kebi­
jakan keuangan negara yang dilakukan oleh 

pemerintah dapat dilakukan dalam hal; Ke­
bijaksanaan Moneter, Kebijaksanaan Fiskal, 
Kebijaksanaan Keuangan lnternasional, dan 
Kebijaksanaan Pemerataan Pendapatan (Sy­
amsi, 1994). Melihat ketentuan yang terdapat 
dalam pasal 3 ayat (1) di atas sesungguhnya 
dalam hal pengelolaan keuangan negara su­
dah ada pembatasan-pembatasan yang ha­
rus dilakukan sebagai suatu sistem, tinggal 
bagaimana di dalam implementasinya. 

Kebijaksanaan moneter adalah kebijak­
sanaan yang dilakukan oleh pemerintah di 
bidang keuangan yang berkenaan dengan 
jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. 
Pemerintah selalu mengusahakan agar ada 
keseimbangan yang dinamis antara jumlah 
uang yang beredar dengan barang dan jasa 
dalam masyarakat. Dengan demikian, maka 
kemakmuran rakyat akan meningkat. Ke­
bijaksanaan moneter ini berkaitan dengan 
kttrs, aklivitas perbankan, investasi modal dome­
stik dan modal asing. 

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan 
yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan 
penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran 
(belanja) uang pemerintah. Macam kebijak­
sanaan fiskal yang ditetapkan pemerintah ter­
gantung dari keadaan, apakah dalam keadaan 
inflasi, deflasi atau keadaan normal. Realisasi 
kebijaksanaan fiskal ini merupakan kebijak­
sanaan anggaran. Tujuan daripada kebijak­
sanaan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang 
lebih mantap artinya tetap mempertahankan 
laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa 
adanya pengangguran yang berarti disatu pi­
hak atau adanya ketidakstabilan harga-harga 
umum di lain pihak. 
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Kebijaksanaan keuangan intemasional ada­
lah tindakan kebijaksanaan pemerintah di 
bidang keuangan yang berkairan dengan hu­
bungan internasional. Kebijaksanaan ini erat 
hubungannya dengan kebijaksanaan pernia­
gaan, pembayaran dan bantuan luar negeri. 
Persetujuan bilateral dengan negara lain di 
bidang ekspor dan impor termasuk juga da­
lam kebijaksanaan perniagaan internasional. 
Begitu pula halnya dengan kebijaksanaan 
lalu lintas devisa. 

Kebijakan pemerataan pendapatan adalah 
suatu usaha yang dilakukan pemerintah 
agar pendapatan masyarakat itu terbagi sem­
erata mungkin di antara warga masyarakat. 
Pengertian merata di sini tidak berarti semua 
warga masyarakat pendapatannya dibuat 
sama. Pemerataan pendapatan dinamakan 
juga redistribusi pendapatan. Tujuan pem­
erataan pendapatan adalah agar tidak terjad.i 
ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, 
sehingga dapat menimbulkan keresahan dan 
kecemburuan sosial. Pada akhimya akan 
mengganggu stabilitas nasional. 

Pendekatan yang digunakan dalam meru­
muskan Keuangan Negara adalah dari sisi 
obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi 
obyek yang dimaksud dengan Keuangan 
Negara meliputi semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, ter­
masuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang 
fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan 
negara yang dipisahkan, serta segala ses­
uatu baik yang berupa uang, maupun berupa 
barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang di-
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maksud dengan Keuangan Negara meliputi 
seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas 
yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Peru­
sahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang 
ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari 
sisi proses, keuangan negara mencakup selu­
ruh rangkaian kegiatan yang berkaitan den­
gao pengelolaan obyek sebagaimana tersebut 
di atas mulai dari perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan sampai dengan per­
tanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan 
negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan 
dan hubungan hukum yang berkaitan dengan 
pemilikan dan/atau penguasaan obyek seb­
agaimana tersebut di atas dalam rangka pe­
nyelenggaraan pemerintahan negara (Penjele­
san umum UU 17/Z003). 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan me­
megang kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemer­
intahan. Kekuasaan tersebut meliputi ke­
wenangan yang bersifat umum dan kewenan­
gan yang bersifat khusus. Untuk membantu 
Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan 
dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut 
dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku 
pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam 
kepemilikan kekayaan negara yang dipisah­
kan, serta kepada Menteri/Pimpinan lem­
baga selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang kementerian negara/lembaga yang 
dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai 
pembantu Presiden dalam bidang keuangan 
pada hakikatnya adalah Chief Financial Of­
ficer (CFO) pemerintah Republik Indonesia, 
sementara setiap menteri/pimpinan lembaga 
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pada hakikatnya adalah Chief Operational 
Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu 
pemerintahan. Prinsip ini perlu dilakukan se~ 
cara konsisten agar terdapat kejelasan dalam 
pembagian wewenang dan tanggung jawab, 
terlaksananya mekanisme checks and balances 
serta untuk mendorong upaya peningkatan 
profesionalisme dalam penyelenggaraan tu­
gas pemerintahan. 

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan negara se~ 
bagian kekuasaan Presiden tersebut diserah­
kan kepada Gubemur/Bupati/Walikota selaku 
pengelola keuangan daerah. Demikian pula 
untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas 
menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
moneter serta mengatur dan menjaga kelan­
caran sistem pembayaran dilakukan oleh 
Bank Senrral. Kecemuan mengenai penyu­
sunan dan penetapan APBN/APBD dalam 
undang-undang ini meliputi penegasan tu~ 
juan dan fungsi penganggaran pemerintah, 
penegasan peran DPR/DPRD dan pemerin­
rah dalam proses penyusunan dan penetapan 
anggaran, pengintegrasian sistem akuntabili­
tas kerja dalam sistem penganggaran, peny­
empumaan klasifikasi anggaran, penyatuan 
anggaran, dan penggunaan kerangka penge­
luaran jangka menengah dalam penyusunan 
anggaran. 

Anggaran adalah alat akuntabilitas, ma­
najemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai 
instrumen perekonornian serta pemerataan 
pendapatan dalam rangka mencapai tujuan 
bemegara. Dalam upaya untuk meluruskan 
kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut 
perlu dilakukan pengaturan secara jelas pecan 

DPR!DPRD dan pemerintah dalam proses 
penyusunan dan penetapan anggaran sebagai 
penjabaran aturan pokok yang telah ditetap­
kan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Se­
hubungan dengan itu, dalam undang-undang 
ini diseburkan bahwa belanja negara/belanja 
daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, 
fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. 
Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran 
anggaran antar unit organisasi, antar kegia­
tan, dan antar jenis belanja harus mendapat 
persetujuan DPR/DPRD. 

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya 
dalam memperbaiki proses penganggaran di 
sektor publik adalah penerapan anggaran 
berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kri­
teria pengendalian kinerja dan evaluasi serra 
untuk tnenghindari duplikasi dalam penyusu­
nan rencana kerja dan anggaran kementeri­
an negara/lembaga/ perangkat daerah, perlu 
dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas 
kinerja dalam kementerian negara/ lembaga/ 
perangkat daerah. Dengan penyusunan ren­
cana kerja dan anggaran kementerian nega­
ra/ lembaga/ perangkat daerah tersebut dapat 
terpenuhi sekaligus kebutuhan akan angga­
ran berbasis prestasi kerja dan pengukuhan 
akunrabilitas kinerja kementerian negara/ 
lembaga/ perangkat daerah yang bersangku­
tan. 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujud­
kan cransparansi dan akuntabilitas pengelo­
laan keuangan negara adalah penyampaian 
laporan pertanggungjawaban keuangan pe­
merintah yang memenuhi prinsip-prinsip 
tepat waktu dan disusun dengan mengikuti 
standar akuransi pemerintah yang telah dite-
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rima secara umum. Dalam Undang-undang 
ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawa· 
ban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan 
berupa laporan keuangan yang setidak-tida· 
knya terdiri dari laporan realisasi anggaran, 
neraca, laporan arus kas dan catatan atas 
laporan keuangan yang disusun sesuai den· 
gan standar akutansi pemerintah. Laporan 
keuangan pemerintah pusat yang telah dipe· 
riksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus 
disampaikan kepada DPR selambat-lambat· 
nya 6 (enam) bulan setelah berakhimya ta· 
hun anggaran yang bersangkutan, demikian 
pula laporan keuangan pemerintah daerah 
yang telah diperiksa oleh Badan P~meriksa 
Keuangan harus disampaikan kepada DPRD 
selarnbat-selambatnya 6 (en am) bulan setelah 
berakhirya tahun anggaran yang bersangku· 
tan. 

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara Menteri/Pimpinan lemba­
ga/Gubernur/Bupati/Walikota selaku peng· 
guna anggaran/pengguna barang bertang· 
gung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang 
ditetapkan dalam undang-undang tentang 
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dari 
segi manfaat/hasil (out come). Sedangkan 
pimpinan unit organisasi kementerian negara/ 
lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan yang ditetapkan dalam undang-un.· 
dang tentang APBN, demikian pula Kepala 
Kesatuan Kerja Perangkat Daerah bertang­
gung jawab atas pelaksanaan kegiatan. yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang 
disediakan (out put). 
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Perbendaharaan Negara 
Dalam UU 1/2004 tentang Perbendaha­

raan Negara yang dimaksudkan sebagai lan­
dasan hukum di bidang administrasi keuan­
gan negara, telah ditetapkan mekanisme 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara, termasuk investasi dan 
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan 
dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan kai­
dah-kaidah yang baik dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara, maka 
Undang-undang Perbendaharaan Negara 
menganut Asas Kesacuan, Asas Universalita.s, 
Asas Tahunan, dan Asas spesialicas. 

Asas kesatuan menghendaki agar semua 
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 
disajikan dalam satu dokumen anggaran. 
Asas universaliras, mengharuskan agar se­
tiap transaksi keuangan ditampilkan secara 
utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahu­
nan membatasi masa berlakunya anggaran 
umuk satu tahun tertentu. Sedangkan Asas 
spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran 
yang disediakan dirinci secara jelas peruntu· 
kannya. Demikian pula dalam undang-und­
ang Perbendaharaan Negara juga memuat 
ketentuan yang mendorong profesionalita.s, 
serta menjamin kecerbukaan dan akuntabilitas 
dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demi­
kian ketentuan dalam UU 1/2004 akan se­
makin memperkokoh landasan pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah. 

Undang-undang tentang Perbendaharaan 
Negara ini dimaksudkan untuk memberi­
kan landasan hukum di bidang administrasi 
keuangan negara. Dalam undang-undang 
tersebut ditetapkan bahwa perbendaharaan 
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negara adalah pengelolaan dan pertanggung­
jawaban keuangan negara, termasuk investa­
si dan kekayaan yang dipisahkan, yang dite­
tapkan dalam APBN dan APBD. 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
dan otonomi daerah, kepada daerah diberi­
kan kewenangan yang luas, demikian pula 
dana yang diperlukan untuk menyelenggara­
kan kewenangan itu, sehingga kewenangan 
dan dana yang diberikan tersebut dapat di­
gunakan sebaik-baiknya untuk tugas penye­
lenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan 
demikian, maka di dalam menjalankan ke­
wenangan tersebut dijalankan sesuai dengan 
kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 

Di sisi yang lain, maka Undang-undang 
Perbendaharaan Negara disamping menja­
di landasan hukum dalam rangka reformasi 
pengelolaan keuangan negara pada tingkat 
pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk 
memperkokoh landasan pelaksanaan desen­
tralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diha­
rapkan dengan adanya pola dan mekanisme 
pengelolaan dan pertanggungjawaban seba­
gaimana diatur dalam kedua undang-und­
ang tersebut, maka apa yang menjadi tujuan 
pengelolaan keuangan negara sebagaimana 
yang tercantum dalam undang-undang dapat 
segera diwujudkan secara optimal demi kese­
jahreraan rakyat. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan 
pengelolaan keuangan negara, dirasakan 
pula semakin pentingnya fungsi perbendaha­
raan dalam rangka pengelolaan sumber daya 
keuangan pemerintah yang terbatas secara 

efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut me­
liputi terutama, perencanaan kas yang baik, 
pencegahan agar jangan sampai terjadi kebo­
coran dan penyimpangan, pencarian sumber 
pembiayaan yang paling murah dan peman­
faatan dana yang menganggur (idle cash) un­
tuk meningkatkan nilai tambah sumber daya 
keuangan. Upaya untuk menerapkan prinsip­
prinsip pengelolaan keuangan yang selama 
ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha 
dalam pengelolaan keuangan pemerintah, 
tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan 
pengelolaan keuangan sektor pemerintah 
dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. 
Dalam kedudukannya yang demikian negara 
berusaha memberikan jaminan kesejahteraan 
kepada rakyat (welfare state). 

Asas .. asas Umum Pengelolaan 
Keuangan Negara 

Dalam rangka mendukung terwujudnya 
good governance dalam penyelenggaraan 
negara, pengelolaan keuangan negara perlu 
diselenggarakan secara profesional, terbuka 
dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan 
pokok yang ditetapkan dalam Undang-Un­
dang Dasar. Berdasarkan ketentuan pasal 
23 C UUD 1945, Undang-undang tentang 
keuangan negara perlu menjabarkan aturan 
pokok yang telah ditetapkan dalam Undang­
Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas 
umum yang meliputi asas-asas yang telah 
lama dikenal dalam pengelolaan keuangan 
negara seperti asas tahunan, asas universali­
tas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh World 
Bank dan UNDP, bahwa orientasi pemban-
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gunan sektor publik adalah untuk mencip­
takan good governance. Pengertian good 
governance sering diartikan sebagai pemerin­
tahan yang baik. Sementara itu World Bank 
mendefinisikan good governance sebagai 
suatu penyelenggaraan manajemen pemban­
gunan yang solid dan bertanggung jawab yang 
sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 
yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 
investasi, dan pencegahan korupsi baik secara 
politik maupun administratif, menjalankan 
disiplin anggaran, serta penciptaan legal and 
political framework bagi tumbuhnya aktivitas 
usaha (Mardiasmo, 2002:23). 

Menurut Sudarmin dalam M. Subagio 
(1988:67) asas-asas dalam prosedur anggaran 
terdiri dari : 

Asas terbuka ( openbaar) 
Asas terbuka timbul secara logis dari 

fungsi hukum tata negara anggaran dalam 
negara demokratis. Asas terbuka ini berlaku 
baik bagi pembahasan dan penetapan angga­
ran dan perhitungan anggaran oleh parlemen 
maupun bagi hasil pemeriksaannya oleh 
lembaga yang bebas dari pengaruh kekua­
saan eksekutif. Asas ini jelas kepentingannya 
bertalian dengan penilaian di luar parlemen 
mengenai aspek-aspek ekonomis khususnya 
kebijakan Pemerintah. 

Asas berkala ( periodiciteit) 
Asas ini bertalian dengan fungsi hukum 

tata negara dan fungsi ekonomis anggaran. 
Kontrol oleh parlemen dan pendapat umum 
mengenai penyesuaian kebijaksanaan pemer­
intah kepada perubahan-perubahan keadaan 
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menghendaki penyusunan anggaran yang 
teratur dan saat-saatnya tidak jauh berbeda 
satu dari yang lain dan umumnya adalah satu 
tahun, yang dikenal dengan tahun anggaran. 

Asas fl.eksibilitas 
Asas ini dapat dibedakan menjadi : 
Fleksibilitas legislatif, yang menghendaki 

kemungkinan adanya anggaran tambahan 
atau adanya undang-undang regulasi (per­
hitungan) ; Fleksibilitas administratif, yang 
menghendaki kemungkinan pemindahan 
dari pos anggaran ke pos anggaran yang lain; 
Fleksibilitas tertanam, tidak termasuk bi­
langan teknik anggaran yang sesungguhnya 
melainkan merupakan masalah teknik pe­
rundang-undangan umum yang diselaraskan 
kepada tujuan konjungtur. 

Asas ketelitian 
Perencanaan harus dilakukan dengan 

teliti, baik bagi pengeluaran maupun peneri­
maan. Perlu dicegah dengan sadar disusun 
rencana yang lebih tinggi atau lebih rendah 
daripada yang patut diperhirungan. 

Rencana pengeluaran yang diterapkan 
lebih rendah daripada yang patut diharapkan 
dengan maksud untuk mengekang parlemen 
untuk tidak menambah pengeluaran, meru­
pakan suatu penipuan (misleading) yang akan 
merugikan baik fungsi hukum tata negara 
maupun fungsi ekonomis, karena dari ang­
garan perlu diperoleh pandangan yang tepat 
mengenai kebijaksanaan yang dianur melalui 
anggaran negara itu. 

Selanjurnya asas-asas susunan anggaran 
adalah sebagai berikut : 



Mekanisme Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Heru Susanto 

Asas kelengkapan (universalitas) 
Dijalankan secara konsekuen hak budget 

parlemen maka semua pengeluaran harus di· 
masukkan ke da\am anggaran, hingga tiada 
suatu aktivitas pemerintah yang berada di 
luar kontrol parlemen. 

Anggaran demikian adalah anggaran bru• 
to, artinya tiada percampuran atau kompen­
sasi antara pengeluaran dan penerimaan. 

Asas spesialitas 
Asas ini berarri bahwa pada penyusunan 

anggaran, tiap jenis pengeluaran untuk tiap 
satuan organisasi dimuat satu pasal angga· 
ran, hingga dijamin bahwa pembuat undang­
undang memberikan kuasanya untuk tiap 
golongan jenis pengeluaran. 
Spesialitas dibedakan dalam : 

Spesialitas kualitatif: artinya bahwa mata 
anggaran tertentu yang disetujui hanya bo­
leh digunakan untuk tujuan yang dinyatakan 
bagi mata anggaran tersebut. 

Spesialitas kuantitatif: artinya larangan 
untuk melampaui batas jumlah mataangga­
ran yang disetujui. 

Spesialitas urutan waktu : artinyabahwa 
pengeluaran hanya boleh dibebankan pada 
mata anggaran tertentu untuk suatu tahun 
anggaran tertentu, selama tahun anggaran 
masih terbuka. 

Asas kesatuan dan penjelasan 
Asas ini menghendaki bahwa di samp· 

ing anggaran negara disusun juga anggaran 
tersendiri untuk perusahaan·perusahaan, 
semua anggaran dimaksud harus disimpulkan 
dalam satu dokumen. Anggaran perusahaan 

adalah anggaran bruto, sedangkan sa\donya 
dimuat dalam anggaran negara. 

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula 
guna menjamin terselenggaranya prinsip­
prinsip pemerintahan daerah sebagaimana 
yang telah dirumuskan da\am Bab VI Undang 
Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas· 
asas umum tersebut dalam undang-undang 
tentang Keuangan Negara, pelaksanaan un­
dang-undang ini selain menjadi acuan dalam 
reformasi manajemen keuangan negara, 
sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh 
landasan pelaksanaan desentralisasi dan 
otonomi daerah di Negara Kesatuan Repub­
lik Indonesia. 

Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Keuangan Negara Dalam Rangka 
Mewujudkan Good Governance. 

Dalam rangka mendukung terwujud­
nya good governance dalam penyelenggaraan 
negara, pengelolaan keuangan negara perlu 
diselenggarakan secara profesional, terbuka, 
dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan 
pokok yang telah ditetapkan dalam Undang­
Undang Dasar 1945, yaitu sesuai dengan 
amanat Pasal 23 C. Undang-undang ten­
tang keuangan negara perlu menjabarkan 
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam 
Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam 
asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas 
yang telah lama dikenal dalam pengelolaan 
keuangan negara, maupun asas-asas baru se­
bagai pencerminan best practices (penerapan 
kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan 
keuangan negara, antara tain : 
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Profesionalitas, proporsionaliras, kererbu­
kaan dalam pengelolaan keuangan negaral 
pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa 
yang bebas dan mandiri. 

Kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa 
dalam pengelolaan keuangan negara dituju­
kan untuk mewujudkan suatu pemerintahan 
yang baik atau bersih (good governance) guna 
memenuhi tujuan negara itu sendiri. Dan 
untuk itulah terhadap penggunaan keuangan 
negara harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara me­
nentukan: Keuangan negara dikelola secara 
tertib1 taat pada peraturan perundang-undan­
gan, efisienl ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan 
suatu sistem dalam pengelolaan keuangan 
negara yang harus diperhatikan oleh setiap 
penyelenggara negara baik di pusat dan di 
daerah agar dapat diperranggungjawabkan. 

Perkembangan pemgaturan di bidang 
keuangan negara rernyata memperlihatkan 
kecenderungan ke arah resentralisasi sistem 
kekuasaan 1 sekurang-kurangnya di bidang fis­
kal. Ditinjau dari sudm pembiayaan pemer­
intahan (governance financing) 1 karena instru­
men fiskal merupakan instrumen vital dalam 
penyelenggaraan kekuasaan, resentralisasi di 
bidang fiskal dapat mereduksi makna otono­
mi daerah ( W. Riawan Tjandral 2006: 108). 

Untuk lebih mengetahui rentang sistem 
dan mekanisme pengelolaan keuangan neg­
ara, maka mesti diketahui bagaimana sistem 
administrasi keuangan negara diselenggara­
kan. Untuk itu dikenal ada beberapa hal da-
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lam pengelolaan keuangan negara1 yaitu (YZ. 
Basri dan Mulyadi Subri, 2003:4) ; 

Sistem Administrasi Keuangan Negara, ad­
ministrasi keuangan negara merupakan keg­
iatan penataan kerja sama sekelompok aparat 
pemerintah yang berkairan dengan urusan 
keuangan. Dalam pengadministrasiannya, 
harus mendasarkan hukum yang berlaku 
pada negara atau pemerintah yang bersang­
kutan di bidang keuangan. 

Otorisator, para pejabat (penguasa) yang 
menguasai anggaran mempunyai wewenang 
untuk mengambil tindakan-tindakan yang 
berakibat pengeluaran atau beban anggaran 
belanja negara. Dalam mengambil tindakan 
tersebut, para pejabat harus memperhatikan 
batas kredit yang tersedia dalam anggaran. 
Pembatasan ini merupakan pengawasan pre­
ventif dengan tujuan agar pengeluaran seb­
agai akibat dari tindakannya tidak melam­
paui dana yang tersedia pada anggaran. 
Dengan kara lain, agar pengeluaran tersebut 
tidak melampaui kredit yang telah ditetap­
kan. Setiap tindakan yang berakibat pengelu~ 
aran atau beban anggaran belanja rutin harus 
diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan 
Otorisasi (SKO). Oleh karena itu pejabat ini 
dinamakan otorisator. 

Ordonnat.eur, saat ini fungsi ordonnateur 
hanya diberikan kepada Menteri Keuangan. 
Dalam praktek penyelenggaraannya dilaku~ 
kan oleh instansi vertikal Oirektorat Jenderal 
Anggaran c.q Kantor Perbendaharaan dan 
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Kas Negara (KPKN) yang tersebar diseluruh 
Indonesia. 

Dalam hal pertanggungjawaban keuan· 
gan negara, pada dasamya tiap pengurusan 
dan atau tiap pemberian kepercayaan men· 
gandung unsur tanggung jawab bagi peneri· 
ma kepercayaan. Oleh karena itu berarti pula 
setiap pengurusan pada hakikatnya hanya di­
hubungkan dengan pertanggungjawaban. 

Sejak tahun anggaran 1980/1981 tang· 
gung jawab bendaharawan uang yang harus 
dipertanggungjawabkan (UYHD) hanya ter· 
batas pada keselamatan penyimpanan dan 
pengeluaran uang yang dikelolanya, sedang­
kan tanggung jawab penggunaan UYHD se· 
penuhnya berada di tangan pejabat operasio· 
nal yaitu kepala-kepala kantor/satuan kerja 
untuk anggaran belanja rutin dan pemimpin 
proyek untuk anggaran belanja pembangun­
an. 

Secara operasional keuangan negara perlu 
dilakukan pengawasan agar penggunaannya 
sesuai dengan sasaran yang telah ditetap· 
lean. Pengawasan adalah suatu proses dimana 
pimpinan ingin mengetahui apakah hasil 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawa­
hannya sesuai dengan rencana, perintah atau 
rujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

Ada dua bentuk pengawasan, yaitu: (1) 
Bentuk pengawasan preventif, berupa keten· 
tuan-ketentuan yang berlaku atau prosedur· 
prosedur yang harus dilalui dalam menyeleng· 
garakan pekerjaan. (2) Bentuk pengawasan 
represi£, berupa tindakan membandingkan, 
apakah pekerjaan yang sedang/tidak dilak­
sanakan menurut kenyataan telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan atau prosedur­
prosedur yang berlaku/ditetapkan. 

Sedangkan pemeriksaan sendiri terdiri 
dari pemeriksaan dari jauh, yaitu dengan 
jalan memeriksa atau meneliti laporan, per· 
tanggungjawaban dan lain sebagainya, yang 
telah sampai pada instansi pemeriksa. Dan 
pemeriksaan dari dekat yaitu dengan jalan 
langsung memeriksa di tempat untuk menge· 
tahui keadaan yang sesungguhnya. Menurut 
UUD 1945 pasal23 ayat (5) disebutkan bah­
wa untuk memeriksa tanggung jawab keuan­
gan negara diadakan suatu Badan Pemerik­
sa Keuangan yang peraturannya ditetapkan 
dengan undang-undang ( YZ. Basri dan Mu­
l-yadi Suln-i, 2003:7). 

Pola pengelolaan, pengawasan, dan 
pemeriksaan dimaksud agar terhadap peng· 
gunaan keuangan negara dapat mencapail tu­
juan yang diinginkan. Selanjutnya berkaitan 
dengan keuangan negara juga diperlukan ad­
anya kekuasaan atas pengelolaan negara. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 yaitu, 
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai 
bagian dari keuangan pemerintahan. Sedang­
kan tujuan atas pengelolaan keuangan nega­
ra dipertegas dalam pasal 11 yaitu, kekuasaan 
atas pengelolaan keuangan negara digunakan 
untuk mencapai tujuan bemegara . . 

Dengan tercapainya tujuan bernegara 
sebagaimana tercantum dalam pembukaan 
UUD 1945, hal ini membuktikan adanya ke· 
berhasUan pemerintahan dalam penyeleng· 
garaan negara, oleh karena itu keberadaan 
suatu mekanisme pengelolaan dan pertang­
gungjawaban keuangan negara sebagaimana 
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yang telah ditentukan mutlak diperlukan. 
Sebagai salah satu tujuan negara, yaitu me­
ningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang 
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 
dapat terpenuhi kualitasnya, karena pada 
hakekamya di dalam perwujudannya senan­
tiasa membutuhkan keuangan negara yang 
memadai. 

Pengelolaan keuangan negara sebagaima­
na yang ditentukan dalam pasal 3 harus di­
implementasikan secara operasional dalam 
penyusunan dan penetapan APBN dan 
APBD. Ketentuan mengenai penyusunan 
dan penetapan APBN/ APBD dalam UU ten­
tang Keuangan Negara meliputi penegasan 
cujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, 
penegasan peran DPR/DPRD dan . pemerin­
tah dalam proses penyusunan dan penetapan 
anggaran, pengintegrasian sistem akuntabili­
tas kinerja dalam sistem penganggaran, peny­
empumaan klasifikasi anggaran, penyatuan 
anggaran, dan penggunaan kerangka penge­
luaran jangka menengah dalam penyusunan 
anggaran. 

Khusus dalam proses penyusunan APBD 
yang sevisi dengan good financial gover­
nance yang pertama-tama harus diperhati· 
kan adalah membentuk · APBD yang terasa 
demokratis dengan mengedepankan unsur 
peranserca masyarakat. Elemen masyarakat 
menjadi penting artinya dalam proses pem­
buatan APBD disamping Pemerintah Daerah 
dan DPRD dengan maksud untuk memperta· 
jam substansi APBD sebagai perwujudan dari 
amanah rakyac kepada Pemerintah Daerah 
dan DPRD dalam meningkatkan kesejahter-

12 

aan masyarakat dan kualitas pelayanannya 
terhadap masyarakat ( Soekarwo, 2003:131 ). 

Masalah yang tidak kalah pentingnya 
dalam upaya memperbaiki proses pengangga­
ran di sektor publik adalah penerapan angga­
ran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa 
sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil 
memerlukan kriteria pengendalian kinerja 
dan evaluasi serta untuk menghindari dup­
likasi dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran kementerian negara/lembaga/per­
angkat daerah, perlu dilakukan penyatuan 
sistem akuntabiliras kinerja dalam sistem 
penganggaran dengan memperkenalkan 
sistem penyusunan rencana kerja dan ang­
garan kementerian negara/lembaga/ perang­
kat daerah. Oengan penyusunan rencana 
kerja dan anggaran tersebut dapat terpenuhi 
sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis 
prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas 
kinerja kementerian/lembaga/perangkat dae­
rah yang bersangkutan. 

Setelah APBN ditetapkan secara rind 
dengan undang-undang, pelaksanaanya ditu· 
angkan lebih lanjut dengan Keputusan Pres­
iden sebagai pedoman kementerian negara/ 
lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penu­
angan dalam Keppres tersebut terutama me­
nyangkut hal-hal yang belum di rinci dalam 
undang-undang APBN, seperti alokasi ang­
garan untuk kantor pusat dan kantor daerah 
kementerian negara/lembaga, pembayaran 
gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran 
untuk tunggakan yang menjadi beban ke­
menterian negara/lembaga. Selain itu, penu­
angan dimaksud meliputi pula alokasi dana 
perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota 
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dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan 
perusahaan/badan yang menerima. 

Untuk memberikan informasi mengenai 
perkembangan pelaksanaan APBN/ APBD, 
pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu 
menyampaikan laporan realisasi semester 
pertama kepada DPRJDPRD pada akhir juli 
tahun anggaran yang bersangkutan. Informa­
si yang disampaikan dalam laporan tersebut 
menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/ 
APBD semester percama dan penyesuaian/ 
perubahan APBN/ APBD pada semester 
berikutnya. Sedangkan ketemuan mengenai 
pengelolaan keuangan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan dalam 
UU 1/ 2004 ten tang Perbendaharaan Negara, 
yang secara substantif menyangkut hubungan 
adiministratif antar kementerian negara/lem· 
baga di lingkungan pemerimah. Disamping 
itu dalam UU Perbendaharaan Negara di­
maksudkan sebagai pengelolaan dan pertang· 
gungjawaban keuangan negara menyangkut 
kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan 
negara yang berkaitan dengan penggunaan 
keuangan negara. 

Pada akhirnya dalam pengelolaan keuan­
gan negara diperlukan pertanggungjawa­
ban pengelolaan keuangan negara, yaitu 
merupakan salah satu upaya konkrit untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negaca yang berupa 

. penyampaian laporan percanggungjawaban 
keuangan pemerintah yang memenuhi prin­
sip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan 
mengikuti standar akuntansi pemerintah 
yang telah diterima secara umum. 

Laporan pertanggungjawaban pelaksa­
naan APBN/APBD disampaikan berupa 
laporan keuangan yang setidak·tidaknya ter­
diri dari laporan realisasi anggaran, neraca, 
laporan arus kas dan catatan atas laporan 
keuangan yang disusun sesuai dengan stan­
dar akuntansi pemerintah. Laporan keuan­
gan pemerintah pusat yang telah diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus dis­
ampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 
6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun 
anggaran yang bersangkutan, demikian pula 
laporan keuangan pemerimah daerah yang 
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuan­
gan harus disampaikan kepada DPRD selam­
bat-lambatnya 6{enam) bulan setelah bera­
khirnya tahun anggaran yang bersangkutan 
(Penjelasan Umum UU 17/2003). 

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara · menteri/pimpinan lem­
baga/gubemur/bupati/walikota selaku peg­
guna anggaran/pengguna barang bertang­
gung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang 
ditetapkan dalam UU tentang APBN atau 
Peraturan Daerah tentang APBD. Dari segi 
manfaat/hasil (out come). Sedangkan pimpi­
nan unit organisasi kementerian negara/lem­
baga bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan yang ditetapkan dalam UU tentang 
APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi 
barang dan/atau jasa yang disediakan (out 
put). 

Sebagai konsekuensinya atas penggunaan 
keuangan negara yang tidak dapat dipertang-
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gungjawabkan, maka juga dikenal adanya 
sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpin­
an lembaga/gubemur/bupati/walikota, serta 
pimpinan unit organisasi kementerian neg­
ara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah 
yang terbukti melakukan penyimpangan 
kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam UU tentang APBN/Peraturan Dae­
rah tentang APBD. Ketentuan sanksi terse­
but dimaksudkan sebagai upaya preventif 
dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan 
atas ditaatinya UU tencang APBN/Peraturan 
Daerah tentang APBD yang bersangkutan. 

Penutup 
Dengan memperhatikan uraian di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa dalam peny­
elenggaraan pemerintahan salah satu aspek 
yang penting adalah menyangkut penge­
lolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
negara dalam rangka untuk mencapai tujuan 
bemegara sebagaimana yang diamanatkan 
dalam pembukaan UUD 1945. Pengelolaan 
keuangan negara harus memperhatikan me­
kanisme yang telah ditentukan, yakni harus 
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. 
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Dengan mengacu pada mekanisme yang 
ditentukan, maka pengelolaan keuangan 
negara yang demikian akan menuju pada 
good governance, karena pada hakekatnya 
pemerincahan yang baik merupakan suatu 
penyelenggaraan manajemen pembangunan 
yang solid dan bertanggung jawab serta seja­
lan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 
efisien, penghindaran salah alokasi dana in­
vestasi, dan pencegahan korupsi baik secara 
politik maupun administratif. 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujud­
kan transparansi dan akuntabilitas pengelo­
laan keuangan negara adalah penyampaian 
laporan pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip 
tepat waktu dan disusun dengan mengikuti 
standar akuntansi pemerintah yang telah 
diterima secara umum. 

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah 
menyangkut peran lembaga pengawas keuan­
gan baik yang bersifat ekstemal maupun inter­
nal, sehingga sekecil apapun penyalahgunaan 
wewenang di bidang pengelolaan keuangan 
negara dapat dihindari, sehingga harapan pe· 
nyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
berpihak kepada rakyat dapat diwujudkan. 
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